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RINGKASAN

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi umat yang berfungsi untuk
menyejahterakan umat Islam zakat khususnya zakat mal diperintahkan kepada
orang-orang yang mampu secara ekonomi oleh karena itu zakat itu dalam hierarki
rukun Islam ditempatkan pada urutan ketiga sesudah syahadat dan shalat.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pemaknaan
riqab sebagai asnaf zakat dalam hukum zakat pada Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Barru? Untuk mengetahui dan menganalisis pendistribusian zakat
kepada asnaf rigab pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan
pendekatan yuridis empiris yang terkait dengan pendistribusian zakat pada aznaf
riqab di badan amil zakat nasional berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun
2011 tentang pengelolaan zakat pada Baznas Kota Makassar dan Baznas Kabupaten
Barru

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Barru. Penelitian ini akan
dilaksanakan di Kabupaten Barru. Dipilihnya lokasi penelitian Kabupaten Barru,
karena Kabupaten Barru, satu-satunya Baznas Kabupaten/Kota yang ada Di
Provinsi Sulawesi Selatan mendistribusikan dana zakat untuk mustahik ar-riqab
kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (tahanan dan narapidana). Jenis dan sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder,
bahan hukum primer, bahan hukum.Data primer adalah data empirik yang diperoleh
langsung dari lokasi penelitian yang bersumber dari responden mustahik dan
pengelola zakat.

Hasil penelitian menunjukkkan bahwa Baznas Kabupaten Barru memaknai
rigab orang yang kehilangan kemerdekaan atau tersandera kemerdekaannya yang
menyebabkan tidak dapat beribadah dan bermuamalah secara sempurna. Baznas
Kabupaten Barru maknai rigab secara kontekstual yang didasarkan pada Q.S. at-
Taubah ayat 60. Perluasan ar-rigab disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Ar-
rigab boleh meliputi orang yang terbelenggu kebebasannya karena berada dalam
masa hukuman. Pendistribusian Zakat Kepada asnaf rigab pada Baznas Kabupaten
Barru ditujukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri atas tahanan
dan narapidana dalam pembinaan keagamaan berupa ceramah dan tahfidz Al-Quran
dan pembinaan keterampilan dengan memberikan modal kepada Warga Binaan
Pemasyarakatan dalam pembuatan batako (paving block)

Rekomendasi penelitian ini adalah: hendaknya pengurus Baznas Pusat
maupun Baznas Daerah melakukan terobosan dengan memberikan pemaknaan
baru terhadap mustahik ar-rigab bukan hanya dimaknai tahanan dan narapidana
akan tetapi makna yang lebih luas lagi seperti korban eksploitasi seks komersial.
Hendaknya Baznas Kabupaten Barru meningkatkan dana zakat untuk
didistribusikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan secara maksimal agar
program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan lebih optimal.

Kata Kunci : Distribusi Zakat, Baznas, Riqab
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e
BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi umat yang berfungsi untuk
menyejahterakan umat Islam zakat khususnya zakat mal diperintahkan kepada
orang-orang yang mampu secara ekonomi oleh karena itu zakat itu dalam hierarki
rukun Islam ditempatkan pada urutan ketiga sesudah syahadat dan shalat. Zakat
adalah ibadah yang lebih berorientasi pada ekonomi dan bersentuhan dengan harta
benda artinya orang yang sanggup secara ckonomi diwajibkan untuk menunaikan
zakat .

Menurut Abdiansyah Linge (2015: 165) zakat adalah ibadah yang memiliki
dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk
ketaatan kepada Allah (vertical) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia
(horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah maaliyah ijtihadiyah.
Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang
menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.

Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin,
tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta
orang kaya sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat,
sampai Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang
shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat di masa pemerintahannya. Di dalam
tafsir Qurthubi, sebagaimana dikutip oleh Usman bin Hasan bin Ahmad asy-
Syakir al-Khaubawiy diriwayatkan bahwa Nabi Musa pada suatu hari melewati
seorang lelaki yang sedang shalat dengan khusyuk dan tunduk. Maka Nabi Musa
berkata, “Ya Tuhanku, alangkah bagusnya shalat orang ini.” Allah Ta’ala
menjawab, “Hai Musa, kalaupun dia shalat tiap hari dan tiap malam seribu rakaat,
memerdekakan seribu hamba sahaya, berhaji seribu kali dan mengantarkan seribu
jenazah, namun itu takkan berguna baginya sebelum dia menunaikan zakat dari

hartanya (Hamdan Dauly, 2018 : 95-96)




Diwajibkannya zakat dalam Islam memiliki implikasi makna yang
fundamental, zakat selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga
berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan sosial. Terkait dengan aspek
ketuhanan (hablunminallah) beberapa ayat al-Qur’an yang menegaskan masalah
zakat, diantaranya ada 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan
kewajiban shalat secara bersamaan (Andi Bahri S, 2016 : 74)

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara formal diatur dalam Undang —
Undang No. 38 i‘ahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian direvisi
menjadi Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut
Undang-Undang tersebut terdapat 2 (dua) lembaga/badan yang berhak mengelola
zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil
Zakat yang dikelola masyarakat.

Tujuil pengelolaan zakat secara formal adalah untuk: (1) meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, (2) meningkatkan
mantaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan
kemiskinan. Apabila ditelaah secara positif tujuan tersebut mengandung makna
bahwa mengingat potensi zakat yang begitu besar maka perlu upaya secara
kelembagaan agar pelayanan zakat berjalan efektif (tepat sasaran), serta dapat
mendayagunakan untuk mendukung program-program pemberian jaminan
perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat. Adapun ruang lingkup
pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 meliputi
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Maltuf Fitri,2017 : 150-151)

Dalam Islam ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat, secara
garis besar dikategorikan dalam dua kelompok besar, yaitu: Pertama, kelompok
penerima zakat yang dasarkan pada kebutuhan, seperti kelompok fakir, miskin,
budak, pengutang, orang yang dalam perjalanan. Kelompok ini berhak atas zakat
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai orang miskin dan berkebutuhan,
untuk membebaskan diri dari perbudakan dan pengutangan atau dalam situasi
terpaksa melakukan perjalanan. Kedua. kelompok yang berhak atas zakat bukan

didasarkan pada pemenuhan kebutuhannya, seperti Amil, muallaf dan fisabilillah.




Amil diperlukan untuk memfasilitasi pengelolaan pembayaran zakat dan
pendistribusiannya. Muallaf diperlukan untuk menarik lebih banyak orang untuk
masuk Islam atau sebagai dukungan finansial ketika mereka baru dalam Islam.
Sementara fisabilillah yang diperlukan untuk menegakkan Islam dan
menyebarkan dakwah (Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin & Mahadi
Mohammad. 2013: 5)

Dalam perkembangannya, konsep mustahik serta aplikasinya pada saat ini
perlu dicermati karena kondisi yang berkembang terkait dengan perubahan zaman,
sehingga perlu adanya upaya penggalian hukum untuk menyikapi perkembangan
zaman agar hukum Islam tetap dapat beradaptasi dengan waktu dan tempat. Oleh
karena itu tentunya ada pnyesuaian dan mencari makna baru untuk
mepreoritaskan mustahik zakah yang lebih membutuhkan dan memerlukannya,
seperti kata rigab yang tidak dapat ditemukan lagi dalam kehidupan nyata di
pelbagai belahan bumi manapun. Juga pemaknaan sabilillah dan ibnu sabil yang
dianggap terlalu luas dan kurang relevan dengan maksud dan tujuan zakat,
sehingga zakat belum terasa memberikan solusi bagi mustahiq yang sebenarnya.
Selain itu, peruntukan zakat bagi muallaf dipandang kurang perlu, mengingat
yang masuk Islam saat ini bukanlah orang yang lemah yang memerlukan bantuan
dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Sambheri, 2018 : 149)

Ar-Rigab  merupakan salah satu mustahik zakat yang perlu
pengkontekstualisasian makna agar spirit zakat sebagai intrumen pensejahteraan
umat dapat tercapai. Jika dewasa ini tidak terlihat lagi model perbudakan
sebagaimana pada masa Islam belum datang, tidak berarti bahwa ayat-ayat
perbudakan tidak relevan untuk diwacanakan. Fakta tentang terjadinya
perdagangan orang yang menimpa kelompok marginal patut untuk dikritisi
perspektif doktrin agama karena fenomena ini sarat dengan tindakan yang tidak
berperikemanusiaan. Oleh karena itu tulisan ini memfokuskan kepada
pentingnyaan pemakna ulang asnaf ar-rigab secara kontekstual agar pemberian
zakat terdistribusi secara merata kedelapan kelompok penerima zakat sehingga

terwujud keadilan sosial ekonomio dalam pengeloaan zakat.




Rumusan Masalah

Sejauhmana pemaknaan rigab sebagai asnat zakat dalam hukum zakat pada
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru?
Bagaimana pendistribusian zakat kepada asnaf rigab pada Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Barru?

. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis pemaknaan rigab sebagai asnaf zakat
dalam hukum zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.
Untuk mengetahui dan menganalisis pendistribusian zakat kepada asnaf

rigab pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.

Kegunaan Penelitian

1.

Secara teoretis, diharapkan hasil penelitian ini memberi kontribusi
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum zakat yang berkaitan dengan
pemaknaan rigab sebagai salah satu kelompok asnaf dalam hokum zakat.

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat,
Pemerintah dan Pengurus Baznas dan Lembaga Amil Zakat dalam

pendistribusian zakat.




BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat dalam Hukum Islam

Zakat merupakan salah satu rukun islam merupakan instrumen fiscal
Negara yang berfungsi bukan hanya untuk mendistribusikan kesejahteraan umat
secara lebih adil dan merata tetapi juga merupakan bagian integral akuntabilitas
manusia kepada Allah SWT .Atas rezeki yang telah diberikannya.Oleh karena
itu peran pemerintah dalam pengelolaan zakat tidak dapat dinafikan agar tujuan
zakat dapat tercapai yang mensejahterakan masyarakat (Zainuddin, 2012 : 19)

Zakat adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Sebab zakat
merupakan kewajiban keagamaan dan harta sekaligus. Dalam menggambarkan
urgensitas (kedudukan) zakat ini, Alqur’an menyebutnya sebanyak 72 kali
dengan berbagai macam derivasinya.

Secara etimologi, kata zakat berasal dari Bahasa Arab, zakaa-yuzakki—
tazkivatan — zakaatan yang memiliki arti bermacam-macam, yakni thaharah,
namaa’, barakah atau amal saleh (Syarif Hidayatullah, 2008 : 1). Ibn Manzhiir
(630-711 H/1232-1311 H) menyebutkan dua definisi zakat. Pertama, zakat
bermakna al-shalah (kesalehan) dengan empat bentuk kata kerja yaitu zaka,
zakiya, zakka, dan tazakka. Kedua, zakat bermakna zakat harta atau penyucian
harta dengan satu bentuk kata kerja yaitu zakka. Jadi zakat adalah harta yang
dikeluarkan untuk menyucikan harta itu dengannya (Mohammad Subhan
Zamzami, 2013 : 88)

Sebagai pilar ketiga dalam perekonomian zakat, infak, dan sedekah
memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ini tercermin
pada dua konsep utama,yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme
sharing dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan kaum duafa. Pada jangka pendek, kebutuhan mustahik dapat
terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan
meningkat. Zakat adalah salah satu institusi terpenting dalam kerangka

sosialekonomi Islam. Dalam Al-Qur“an, perintah shalat juga sering kali diikuti




dengan perintah zakat. Hal ini secara jelas menyiratkan betapa pentingnya zakat
yang berdimensi habluminannas yang disetarakan dengan shalat yang
berdimensi habluminallah (Nazlah Khairina, 2019 : 172)

Rigab dalam Hukum Zakat

Kata rigab berasal dari bahasa Arab dari kata ragaba yang berarti tengkuk,
tapi secara terminologi rigab itu bermakna budak, yaitu hamba yang dimiliki
sesecorang agar menjadi merdeka (Malahayatie, 2016 : 59). Kata rigab dalam al-
Qur’an diulang dalam tiga kali yaitu pada Q.S. Al-Bagarah ayat 177, Q.S. Taubah
ayat 60 dan Q.S. Muhammad ayat 4. Buya Hamka menafsirkan kata rigab (QS. Al-
Balad ayat 13), rigab berarti budak atau orang yang sedang menjadi tawanan
perang. Orang yang berada dalam kekuasaan orang lain dan harus selalu tunduk
kepada tuannya. Budak (ragabatin) asal katanya yaitu kuduk atau leher. Seorang
yang telah jatuh dalam perbudakan keadaanya sama dengan orang yang terbelenggu
lehernya. Dia sudah tidak bebas karena lehernya telah dibelenggu oleh kekuasaan
tuannya atas dirinya. Perbedaannya adalah ketika menafsirkan At-Taubah ayat 60,
Hamka mengkontekstualisasikan dengan konteks di Indonesia yang menurutnya
perbudakan sudah dihapus, sedangkan dalam QS. Al-Balad ayat 13 menafsirkan
dengan konteks ketika perbudakan masih berlaku (Rafika Ariandini, 2019 : 240)

Menurut M. Quraish Shihab (2002 : 145) bahkan boleh jadi kita dapat berkata
bahwa tenaga kerja yang diikat kontrak dengan satu pengusaha, yang dengan
alasan-alasan yang dapat dibenarkan harus membatalkan kontraknya secara
sepihak, sedangkan pemilik perusahaan enggan membatalkan kecuali dengan ganti
rugi, dapat juga mendapat bantuan zakat, dengan mengambil bagian dari fi ar-rigab
atau al gharimin.

Ulama Selangor, Malaysia, juga menganologikan (qiyas) korban perdagangan
orang sebagai penerima zakat yang masuk kategori rigab yang sehingga dapat
membebaskan diri dari perbudakan modern. Maka, lembaga-lembaga zakat di
Selangor, Malaysia, seperti Lembaga Zakat Selangor, memberikan perhatian
khusus terhadap mustahik ini. Tidak sedikit pelacur dan anak-anak jalanan yang
terbebas dari perdagangan orang dan mendapatkan kehidupan yang layak dari zakat
para muzaki yang disalurkan melalui Lembaga Zakat Selangor (Zainuddin, 2018

:616). Di negara-negara di Malaysia yang menggunakan interpretasi Islam




kontemporer memandang penerima rigab masih dikaitkan dengan jenis
perbudakan, termasuk mereka yang berjuang untuk membebaskan diri dari
kebodohan dan dosa (PSK) (Khairuldin & Mahadi, 2013 : 6-7). Rigab itu adalah
melepaskan seseorang dari perbudakan untuk kontes sekarang perbudakan dalam
bentuk lain seperti eksploitasi seks promosi eksploitasi seksual pada perempuan ini
merupakan salah satu bentuk perbudakan modern

Seseorang dapat dikatakan rigab apabila kebebasannya terbelenggu oleh
seseorang yang lainnya. Jika dengan perjanjian bahwa “majikan” akan
membebaskan rigab itu dengan syarat harus menecbusnya baik uang atau harta
dengan jumlah tertentu, maka dapat digunakan harta zakat untuk membebaskan
mereka, apalagi jika dilihat ada kebaikan pada korban eksploitasi seks komersial
tersebut jika telah dimerdekakan.

Ar-Rigab  merupakan salah satu  mustahik zakat yang perlu
pengkontekstualisasian makna agar spirit zakat sebagai instrumen penyejahteraan
umat dapat tercapai. Jika dewasa ini tidak terlihat lagi model perbudakan
sebagaimana pada masa Islam belum datang, tidak berarti bahwa ayat-ayat
perbudakan tidak relevan untuk diwacanakan. Fakta tentang terjadinya perdagangan
orang yang menimpa kelompok marginal patut untuk dikritisi perspektif doktrin
agama karena fenomena ini sarat dengan tindakan yang tidak berperikemanusiaan
(Zainuddin, 2018 :605)

Substansi dari ar-rigab sebenarnya adanya usaha dalam membebaskan orang
atau sekelompok orang dalam keadaan teraniaya dan ketidakadilan. Saat ini hampir
dipastikan karena tidak relevannya definisi ar-rigab dalam konteks fikih klasik
secara tidak langsung menghilangkan definisiini di berbagi lembaga zakat
Indonesia. Ketika berbicara asnaf zakat, dapat dipastikan ar-rigab adalah asnaf yang
hilang dari zakat (Zainuddin, 2018 :614)

Rigab adalah untuk membebaskan eksploitasi atau pemerasan oleh manusia
atas manusia yang harus di bebaskan, baik manusia sebagai individu maupun
manusia sebagai komunal. Berdasarkan alasan hukum ini, maka kebijaksanaan
pendayagunaan zakat untuk jatah rigab dapat diarahkan antara lain sebagai berikut
adalah: 1) untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh manusia; 2) untuk

membantu negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama




Islam yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan
modern kaum penjajah modern; 3) pembebasan budak temporer dari eksploitasi
pihak lain, misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerja yang tidak wajar; 4) menurut
team peneliti dan seminar zakat DKI Jakarta, jatah rigab dapat berupa dana untuk
membantu membebaskan pedagang, pengusaha, petani, nelayan kecil dan

sebagainya dari tekanan lintah darat dan penginjon (Permono, 1992 : 64-65).

. Lembaga Pengelola Zakat

Dalam Q.S at-Taubah Ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu
golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat) adalah orang-orang
yang bertugas mengurus urusan zakat (‘amilina “alailha). Sedangkan dalam Q.S
at-Taubah Ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-
orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan
kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Mengambil dan
menjemput tersebut adalah para petugas (amil). Menurut Imam Qurthubi
sebagaimana dikutip Didin Hafidhuddin (2002 : 125), ketika menafsirkan Surah
at-Taubah Ayat 60 menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang
ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan,
menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Menurut Yusuf Qardhawi (Junaidi Abdullah, 2018 : 176), dengan adanya
amil ini akan memberi manfaat atau keuntungan:

1. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat;

2. Menjaga perasaan rendah diri pada mustahiq zakat

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam
penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat

4. Memperlihatkan syi’ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan
yang Islami

Menurut Didin Hafidhuddin (2002 : 127-128), seseorang yang ditunjuk
sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan
sebagai berikut:

Pertama, beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum




muslimin yang termasuk Rukun Islam (Rukun Islam Ketiga), karena itu sudah
saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

Kedua, mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap
menerima tanggung jawab mengurus urusan umat. Kefiga, memiliki sifat
amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan
umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui
lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan Iayak dipercaya.
Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi dalam menyampaikan
laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya
sejalan dengan ketentuan ajaran Islam.

Keempat, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang
menyebabkan mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan
dengan zakat kepada masyarakat. Pengetahuan tentang zakat yang relatif
memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan
yang diakibatkan dari kebodohannya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan
yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari
masyarakat.

Kelima, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-
baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi
juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan
antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang
optimal.

Keenam, kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil
zakat yang baik adalah amil zakat yang memiliki waktu yang cukup dalam
melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Adanya amil
zakat yang sambilan dalam masyarakat, menyebabkan amil zakat tersebut pasif
dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayarkan zakatnya atau
infaknya.

Untuk mengelola zakat, pemerintah membentuk organisasi amil yang
bermmama BAZNAS. Menurut Undang Undang nomor 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional yang




selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan

zakat secara nasional. BAZNAS bisa berkedudukan di pusat, propinsi maupun

kabupaten/kota. BAZNAS pusat diangkat oleh presiden atas usul menteri,
sedangkan BAZNAS propinsi dibentuk dan diangkat oleh menteri atas usul
gubernur kemudian BAZNAS kabupaten atau kota dibentuk dan diangkat oleh

menteri atas saran dan usul bupati/wali kota (Peraturan Pemerintah nomor 14

tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang nomor 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat).

Tugas utama dari BAZNAS adalah melakukan pengelolaan zakat secara
nasional. Sementara itu, dalam menjalankan tugas utamanya, BAZNAS
mempunyai beberapa fungsi sebagsimana diatur dalam Undang-Undang No. 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

1. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

2. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

3. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Sementara itu, Lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat adalah
Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang
memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat (Undang Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).
Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh
menteri setelah memenuhi persyaratan:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang
pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum (maksudnya
adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan,
dakwah, dan sosial yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau lembaga berbadan hukum
yang berbentuk yayasan atau perkumpulan berbasis Islam yang telah
disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia).

2. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
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. Memiliki pengawas syariat (maksudnya adalah LAZ memiliki pengawas
syariat internal sendiri atau menunjuk pengawas syariat eksternal dari luar
LAZ)

. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya

. Bersifat nirlaba

. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;




BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan
pendekatan yuridis empiris, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai
seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks Undang-
Undang (law in books), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi
dengan masyarakat (law in action). Sehubungan dengan permasalahan yang
diangkat adalah pendistribusian zakat kepada asnaf rigab, sementara rigab dalam
teminologi fikih tradional diartikan sebagai budak.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan
menggunakan metode penelitian kualitatif, yang diharapkan dapat ditemukan
makna-makna yang tersembunyi di balik permasalahan sebagai obyek yang
akan diteliti. Metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara
keseluruhan (holistik) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu.
Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum
yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan
manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan
menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk
memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Burhan Ashshofa,
1998 : 20-21)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Barru. Dipilihnya lokasi
penelitian Kabupaten Barru, karena Kabupaten Barru, satu-satunya Baznas
Kabupaten/Kota yang ada Di Provinsi Sulawesi Selatan mendistribusikan dana
zakat untuk mustahik ar-rigab kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (tahanan

dan narapidana).
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C. Populasi dan Sampel

F.

Populasi dalam penelitian ini adalah Amil Zakat Mustahik dan Tokoh
Agama orang. Adapun sampel yang akan diambil dan digunakan dalam
penelitian ini adalah mustahik adalah 6 orang.

Adapun pengambilan sampel dilakukan secara probabilitas (probality
sampling). Pengambilan sampel cara probabilitas dapat dilakukan dengan
menggunakan berbagai pendekatan, sesuai dengan kebutuhan dalam

menentukan sampel, yaitu dengan pendekatan purposive sampling.

Sumber Data Penelitian
Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari sumber yang
berbeda yaitu:

1. Data Primer, yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang
berwujud tindakan sosial, kata-kata dari pihak yang terlibat dengan dan/atau
di dalam pengelolaan zakat seperti, pengurus Baznas dan Tokoh Agama.
Data primer ini akan diperoleh melalui responden.

2. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan bahan pustaka, yang
meliputi dokumen dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan
perundang undangan, hasil hasil penelitian, artikel artikel ilmiah, buku buku
(literatur). Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui
melalui wawancara secara mendalam terhadap para informan, dengan cara
wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi
dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-pertanyaan

yang akan diajukan.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini

analisis yang digunakan secara deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu
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tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu apa yang
dinyatakan oleh responden secara lisan dan tertulis dan juga perilakunya yang

nyata, diteliti dan dipelajari sebagi sesuatu yang bersifat utuh.




BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemaknaan Rigab Sebagai Asnaf Zakat Dalam Hukum Zakat Pada Badan
Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru

Zakat pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan keadilan dan pemajuan
kesejahteraan sebagai landasan filosifisnya sebagaimana diamanahkan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat pada konsideran menimbang bahwa zakat merupakan pranata keagamaan
yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi fungsi zakat untuk keadilan dan kesejahteraan umat dapat
tercapai jika memberikan pemaknaan ulang terhadap ar-rigab. Definisi ar-rigab
saat ini harus diperluas berdasarkan kriteria yang telah dikeluarkan oleh fugaha.
Tidak adanya perluasan pemaknaan ar-rigab sehingga lembaga pengelola zakat
tidak mendistribusikan dana zakat kepada kelompok tersebut.

Ar-Rigab merupakan salah satu  mustahik zakat yang perlu
pengkontekstualisasian makna agar spirit zakat sebagai intrumen penyejahteraan
umat dapat tercapai. Jika dewasa ini tidak terlihat lagi model perbudakan
sebagaimana pada masa Islam belum datang, tidak berarti bahwa ayat-ayat
perbudakan tidak relevan untuk diwacanakan. (Zainuddin, 2021: 21)

Konsep mustahik serta aplikasinya pada saat ini perlu dicermati karena
kondisi yang berkembang terkait dengan perubahan zaman, sehingga perlu adanya
upaya penggalian hukum untuk menyikapi perkembangan zaman agar hukum Islam
tetap dapat beradaptasi dengan waktu dan tempat. Hal ini menyebabkan
kelangsungan mustahik dalam dataran aplikatif sering kali tidak menentu. Apalagi
konteks zakat sendiri selama ini tidak lebih diproyeksikan sebagai lembaga karitas,
yakni sebuah hubungan belas kasihan antara si kaya dengan si miskin.

Menurut T.M. Hasbi ash.Shiddieqy (dalam Zainuddin, 2018: 608) bahwa
Q.S. at-Taubah ayat 60 pengklasifikasinya sudah jelas, hanya golongan “fi ar-
rigab” yang dianggap kurang jelas dan kurang tegas. Bukan karena lafaznya tetapi
karena pelaksanaannya pada zaman Rasulullah yang digunakan untuk

memerdekakan budak mukattab yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan
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jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum
dijanjikan untuk dimerdekakan.

Baznas Kabupaten Barru sebagai salah satu institusi yang mengelola dana
zakat dan mendistribukan kepada mustahik zakat sesuai dengan ketentuan dalam
ajaran Islam, salah satunya didistribusikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan
yang ada di Rumah Tahanan Kelas II Barru. Baznas Kabupaten Barru memberikan
pemaknaan secara konstekstual riqab tersebut sebagai dinyatakan H. Abdullah
Rahim, BA, Selaku Pengurus Baznas Kabupaten Barru (Wawancara, 8 Desember
2020), selaku Pengurus Baznas Kabupaten Barru bahwa rigab itu seseorang dari
belenggu penindasan, seseorang melakukan profesi haram, penindasan dari
penjajahan atau perbudakan, orang berada pada kelompok dari aliran sesat,
seseorang dari belenggu pemikiran asing atau non muslim.

Menurut H. Ismail Hannanong, Lec., MA., selaku Ulama di Barru
(wawancara, 11 Januari 2021) pemaknaan rigab harus lebih kontekstual tidak hanya
dipahami sebagai budak, Q.S. at-Taubah ayat 60 yang mengatur asnaf zakat salah
satunya adalah rigab perlu ditafsirkan ulang. Perluasan ar-rigab amat diperlukan
mengikut perkembangan terkini. Ar-rigab boleh meliputi orang yang terbelenggu
kebebasannya karena berada dalam masa hukuman.

Sementara, berdasarkan pernyataan H. Minu Kalibu, Selaku Wakil Ketua
Baznas Kabupaten Barru (Wawancara, 29 Desember 2020), makna rigab adalah
orang yang kehilangan kemerdekaan atau tersandera kemerdekaannya yang
menyebabkan tidak dapat beribadah dan bermuamalah secara sempurna.

Lafaz ar-rigab dalam surah at-Taubah ayat 60 itu merupakan lataz umum
dan tiada lafaz lain yang mengkhususkan atau membatasi dengan satu makna saja.
Oleh karena itu, lafaz ar-riqab tidak terbatas hanya budak atau mukatab tetapi dapat
ditafsirkan luas kepada siapa saja yang tereksploitasi sehingga hilang kebebasan
diri. Di samping itu terdapat ijtihad para ulama’ mutagaddimun dan muta’akhirun
yang tidak mengkhusukan makna dari lafaz ar-rigab.

Pemaknaan rigab sebagai narapidana tentunya didasarkan pada sejumlah
‘illah, pertama, Warga Binaan Pemasyarakatan adalah seorang yang mengalami
kerusakan sistem sosial yaitu terputusnya hubungan masyarakat dalam aspek

ekonomi, pendidikan, politik dan keagamaan. Kedua, Warga Binaan
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Pemasyarakatan tidak memiliki akses karena berada dalam tahanan yang tentunya
terbatas karena seseorang dapat dikatakan rigab apabila kebebasannya terbelenggu.
Oleh karena itu menurut Masdar F. Masudi (Taufiq Hidayat, 2013: 85) bahwa rigab
ditafsiri sebagai orang-orang yang kehilangan haknya.

Substansi dari ar-rigab sebenarnya adanya usaha dalam membebaskan
orang atau sekelompok orang dalam keadaan teraniaya dan ketidakadilan. Saat ini
hampir dipastikan karena tidak relevannya definisi ar-rigab dalam konteks fikih
klasik secara tidak langsung menghilangkan definisi ini di berbagi lembaga zakat
Indonesia. Ketika berbicara asnaf zakat, dapat dipastikan ar-rigab adalah asnaf yang
hilang dari zakat.

Dana zakat untuk kategori ar-rigab akan berarti dana untuk usaha
pemerdekaan; orang atau kelompok orang yang sedang dalam keadaan tertindas
dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dalam konteks
individual, dana itu di-tasaruf-kan untuk, misalnya: i) mengentaskan buruh-buruh
rendahan dan buruh-buruh kasar dari belenggu pihak majikan yang menjeratnya; ii)
mengusahakan pembebasan orang-orang tertentu yang dihukum/dipenjara hanya
lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat atau memilih. Sementara
dalam bentuknya yang struktural, dana ar-rigab ini bisa berarti dana untuk proses
penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar
mercka sebagai manusia baik dalam dimensi individual maupun sosialnya (Pusat

Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS], 2017: 35)

Pendistribusian Zakat Kepada Asnaf Rigab Pada Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Barru

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada,
baik yang dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak
menerima dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai
dengan peraturan yang ada dalam islam (syaria’t). Kewajiban menyisihkan
sebagian harta bagi pihak yang berkecukupan (muzakki atau surplus units) diyakini
sebagai kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan insentif
(perangsang) untuk kekayaan pihak yang kekurangan (mustahik atau deficit units)
agar dapat dikembangkan kepada yang lebih baik (Ari Wibowo, 2015: 34)

Tabel di bawah ini menunjukkan secara jelas tentang distribusi mustahik yang
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dapat memperoleh zakat produktif sebagai berikut:
Tabel 1. Kategorisasi Pendsistribusian Zakat

No. Mustahik Produktif Non Produktif
Fakir v v
Miskin
Amil
Muallaf
Rigab -
Gharimin -
Ibnu Sabil -
8 Fi Sabilillah -
Sumber: Diolah Dari Data Sekunder, 2020
Berdasarkan tabel di atas, ada empat kelompok yang menerima sakat
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produktif, yaitu: fakir, miskin, amil, dan muallaf. Kelompok fakir dan miskin
menjadi prioritas dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada merekalah
diberdayakan zakat jenis ini. Adapun mengenai amilin dan muallaf pada asalnya
mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini, namun hal ini akan
disesuaikan dengan keadaan zaman apakah memang diperlukan atau tidak.

Pemerintah memiliki tanggung jawa hukum terhadap kesejahteraan Warga
Binaan Pemasyarakatan yang ada dalam penjara. Pemerintah wajib menangani
jaminan hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan ketika di penjara dengan
memberikan makan dan minumnya. Hal ini di buktikan ketika “Umar menanyakan
tentang keadaan manusia dari seorang utusan Abu Musa Al-Asy’ari, maka dia
mengatakan bahwa ada seseorang yang murtad dan mereka menebas lehernya™.
Umar tidak setuju dengan perbuatan tersebut, beliau sebenarnya menginginkan
untuk menahannya selama tiga hari dan memberinya makan roti setiap hari, serta
memberinya minum segelas air setiap kali makan (Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi,
2006: 256)

Berdasarkan data jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB

Barru, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2. Jumlah Warga Binaan Rutan Kelas IT B Barru Tahun 2020

No Periode Tahanan Narapidana
1. Januari 40 164
2. Pebruari 42 163
3. Maret 38 176
4. April 32 08
5. Mei 41 102
6. Juni 25 105
7. Juli 24 137
8. Agustus 28 129
9. September 27 126
10. Oktober 13 180
11. Nopember 23 171
12. Desember 18 178

Sumber: Sistem Data Base Pemasyarakatan, 2021

Baznas Kabupaten Barru mendistrbsikan dana zakat untuk kategori ar-rigab
untuk pembinaan keagamaan dan keterampilan warga binaan Rutan Kelas 1IB
Barru. Sebesar 50 Juta untuk pembinaan keagamaan Warga Binaan Pemasyarakatan
sedangkan untuk pembinaan keterampilan sebesar 25 juta pada Anggaran 2020.

Untuk pembinaan keagamaan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas 1IB
Barru, ada empat orang ustadz yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan
keagamaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu Ustadz Dr. HM. Aydi
Syam, MHI dengan materi Fighi Ibadah, M.HI., Ustadz H. Ismail Hannanong, Lc.,
MA., dengan Materi Akhlak, Ustadz Dr. Muh. Agus, SThl., M.Thi., dengan
Tujuan Penciptaan Manusia dan Ustadz Safaruddin Latif., S.Ag., M.M dengan
materi Optimis dalam Hidup, serta satu orang pendamping selama pengajian
tersebut yaitu, Muh. Ridwan, SH., MH.

Hasil penelitian di lapangan bahwa pembinaan keagamaan yang telah
dilakukan di Rutan Kelas II B Barru yang sumber pendanaannya melalui Zakat
pada kategori asnaf rigab yakni program tahfidz, dan ceramah, bantuan usaha mikro
produktif bagi warga binaan. Untuk pembinaan keagamaannya berupa materi

pembinaan berkisar tentang aqidah atau keimanan, keislaman atau faktor, dan
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materi akhlak atau budi pekerti. Materi-materi tersebut disampaikan pada kegiatan
pembinaan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat Kepala Seksi Bimbingan
Narapidana. Untuk program tahfidz Al-qur'an bagi warga binaan, sejak terbentuk
akhir 2020 dan sudah ada 18 Warga Binaan Pemasyarakatan yang bergabung dan
sudah ada Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah menghapal 25 juz. Oleh
karena itu, Warga Binaan pemasyarakatan Rutan Kelas [IB Barru yang tergabung
dalam Kelompok Tahfidz Warga Binaan Rutan Barru mampu menghafal 25 Juz
dalam Al-Qur’an mendapat Piagam Penghargaan Langsung dari Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru,

Pembinaan keagamaan sangat penting untuk mencapai sepuluh prinsip
pemasyarakatan, yaitu: (1) orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan
bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat; (2)
penjatuhan pidana adalah bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara; (3)
rasa tobat tidak bisa dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan pembimbingan;
(4) negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat
dari pada sebelum ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan; (5) selama kehilangan
kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan masyarakat dan tidak boleh
diasingkan; (6) pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat
mengisi waktu atau diperuntukan hanya untuk kepentingan lembaga atau negara
saja, pekerjaan yang diberikan harus bersifat membangun negara; (7) bimbingan
dan didikan harus berdasarkan Pancasila; (8) tiap orang adalah manusia dan harus
diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjuk kan
bahwa ia adalah penjahat; (9) narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana
hilangnya kemerdekaan; (10) disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat
mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan
(Sri Wulandari, 2013: 132-133)

Menurut Amrullah Mamma, Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Barru
(Wawancara, 29 Desember 2020), dana zakat dilakukan untuk melakukan
pembinaan keagamaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Rutan
Kelas II B Barru berupa pengajian rutin ini akan dilaksanakan setiap hari Selasa
(Minggu Pertama) dan Kamis (Minggu Ketiga). Untuk pembinaan ketrampilan
dalam bentuk pembuatan batako (paving block). Hasil pembuatan batako (paving
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block) tersebut dijual ke instansi-instansi atau rumah-rumah penduduk yang
membutuhkannya.

Pada dasarnya agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-
hari banyak tahanan. Bagi orang-orang yang dikurung, hubungan dengan yang
Tuhan dapat memberikan kenyamanan selama periode isolasi dari keluarga dan
komunitas mereka. Dari perspektif kebijakan, pengembangan spiritual dan praktik
keagamaan mempromosikan rehabilitasi dan mengurangi residivisme pada anak
didik pemasyarakatan (Moustafa, 2014). Pendapat yang sama dikatakan bahwa
pembinaan mental dan spritual tidak akan efektiv terlaksana jika pertugas lembaga
pemasyarakatan terbatas dan pembinaaan spritual tersebut adalah bagian tidak
terpisahkan dari anak didik pemasyarakatan sebagai bekal ketika masa
penahanannya telah berakhir (Nugroho, 2017).

Sementara pembinaan keterampilan adalah bagian dari pembinaan
kemandirian. Hasil wawancara dengan H. Abdullah Rahim BA, Selaku Pengurus
Baznas Kabupaten Barru (Wawancara, 8 Desember 2020), ada Warga Binaan
Pemasyarakatan yang tidak pernah dibesuk oleh keluargannya, sehingga tidak
memiliki uvang untuk keperluan sehari-seharinya. Oleh karena itu, diberikan
keterampilan pembuatan batako (paving block) untuk mendapatkan penghasilan
selama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II Barru yang
modalnya bersumber dari dana zakat.

Pembinaan kemandirian diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan
Rutan Kelas II B Barru yang berasal dari dana zakat melalui kegiatan pembuatan
batako atau paving blok. Adanya pembinaan ini dapat membantu Warga Binaan
Pemasyarakatan agar mereka bisa berbaur dengan sekitarnya. Pembinaan
kemandirian diberikan program-program seperti keterampilan untuk mendukung
usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha kecil, dan keterampilan yang
dikembangkan sesuai dengan bakat para anak didik pemasyarakatan masing-

masing.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru memaknai rigab orang yang
kehilangan kemerdekaan atau tersandera kemerdekaannya yang menyebabkan
tidak dapat beribadah dan bermuamalah secara sempurna. Baznas Kabupaten
Barru maknai rigab secara kontekstual yang didasarkan pada Q.S. at-Taubah
ayat 60. Perluasan ar-riqab disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Ar-rigab
boleh meliputi orang yang terbelenggu kebebasannya karena berada dalam
masa hukuman.

Pendistribusian Zakat Kepada asnaf rigab pada Baznas Kabupaten Barru
ditujukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri atas tahanan dan
narapidana dalam pembinaan keagamaan berupa ceramah dan tahfidz Al-
Quran dan pembinaan keterampilan dengan memberikan modal kepada Warga

Binaan Pemasyarakatan dalam pembuatan batako (paving block)

B. Saran

1.

Hendaknya pengurus Baznas Pusat maupun Baznas Daerah melakukan
terobosan dengan memberikan pemaknaan baru terhadap mustahik ar-rigab
bukan hanya dimaknai tahanan dan narapidana akan tetapi makna yang
lebih luas lagi seperti korban eksploitasi seks komersial,

Hendaknya Baznas Kabupaten Barru meningkatkan dana zakat untuk
didistribusikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan secara maksimal agar

program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan lebih optimal.
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